PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

JI. By Pass Km 24 Anak air Batipuh Panjang Koto Tangah
Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: www.pta-padang. ¢o.id Email: admin(@pta-padang.go.id

Nomor
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W3-A/163/OT.01.1/V/2019 Padang, 3 Mei 2019

1 (satu) set
Petunujuk Pelaksanaan SP-SABA

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Pengadilan Agama
Se-Sumatera Barat

Assalamu’alaikum Wr Wh.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
724 /SEK/OT.01.1/5/2019 perihal sama dengan pokok surat perlu
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar satuan kerja melakukan pelaksanaan anggaran sesuai
dengan surat Sekretaris MA-RI tentang petunjuk pelaksanaan
SP-SABA (surat terlampir)

2. Sehubungan dengan tambahan anggaran sewa rumah dinas
bagi hakim yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah
dinas di tempat daerah penugasan, diminta kepada saudara
untuk mengisi Daftar nama-nama hakim pada satuan kerja
saudara berikut informasi tempat tinggal/domisili dan estimasi
standar biaya sewa rumah per bulan sesuai dengan format
terlampir.

3. Agar masing masing hakim mengisi surat pernyataan tempat
tugas dan domisili (format surat pernyataan terlampir)

4. Agar mengisi data rumah dinas yang dimiliki satker (form
terlampir)

5. Agar mengirimkan data yang diminta pada point 2, 3 dan 4 ke
Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui email
renprog@pta-padang.go.id paling lambat tanggal 12 Juni
2019

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih

7021996031005 £
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Hal : Petunjuk pelaksanaan Sp- SABA

Yth. 1. Kepala Badan Urusan Admsnstrasn Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua / Kepala: F’engadslan ngkat Band:ng, .

3. Para Ketua / Kepala Pengad:lan ngkat Pertama

Pada-Empat: ngkungan F'erad:lan :

Menindaklanjuti: surat Dlrektur Jendera
S-850/AG/2019 tanggal 17 Mei 2019. perahal Pe. T _
Anggaran ‘Bagiari Anggaran (SP SABA) dari’ Bagnan Anggaran;Bendahara Uit N_egara
(BA BUN) Pengelolaan Belanja-Ldinnya (BA 999.08) ke BA Mahkamah. Agung (BA-OOS)
yang telah menyetUJul penyedman dan realokaSI anggaran dan BABUN Pe a

untuk :

1. Belanja Barang Operasmnal PR
1.1. Langganhan: Internet:
1.2. Langganan Llstrlk
1.3. Sewa Mesin Fotocopy
1.4. Sewarumah dinas:’

2. Belanja-Maédal: T
2.1. ‘Renovasi Rumah Di
2.2. Rerovasi Gedung Ka o
2.3. Alat: F’engolah [Data '

Berkaitan dengan . teknis. reahsaSI belanja tersebut dl ata
disampaikan petunjuk pelaksariaan sebagalmana terampir.

Demikian dlsampankan atas perhatlan dan_ k ja

Tembusan:

. Y.M:Ketua Mahkamah Agung Rl
. Y.M. Wakil Ketua Mahkamah' Agung 'R
. Y.Mi: Wakil Kétua: Mahkaniah: ‘Agung’ . _
. Y.ML Ketua Kamar Pembinagn Mahkamah Agung Rl i
. Para Direktur Jenderal:di: Langkungan Mahkamah Agung Rl

. Kepala Biro Perencanaan dan Orgamsas;l BUA Mahkamah Agung Rl

OO R



Lampiran Surat

Sekretaris Mahkamah Agung Rl

Nomor © 724/SEK/OT.01.1/5/2019
Tanggal : 28 Mei 2019

1. Belanja Barang Operasional :
1.1. Langganan Internet (521111)
1.1.1. Dukungan Pelaksanaan e-Court berupa peningkatan Bandwith yang
menggunakan jasa Satelit yaitu :

Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

Pengadilan Negeri Ternate;

Pengadilan Agama Ternate;

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli;

Pengadilan Agama Gunung Sitoli;

Pengadilan Negeri Pasarwajo;

Pengadilan Agama Pasarwajo;

Pengadilan Negeri Melonguane.

T2 Dukungan Pelaksanaan e-Court berupa peningkatan Bandwidth yang reguler
menggunakan jasa telekomunikasi bersifat dedicated yaitu Pengadilan selain
yang telah disebutkan pada point 1-9, dengan ketentuan untuk Pengadilan
Tingkat Banding serendah-rendahnya 25 Mbps dan Pengadilan Tingkat
Pertama serendah-rendahnya 50 Mbps. Satuan kerja (Satker) yang alokasi
anggaran bandwidth telah memadai tidak diberikan tambahan anggaran.
Dengan catatan alckasi anggaran yang sudah ada tidak digeser atau direvisi
untuk kegiatan yang lain.
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1.2. Langganan Listrik (522111)
Diberikan tambahan anggaran untuk tagihan listrik sebagai akibat adanya
tambahan alat pengolah data baru berupa Perconal Computer (PC), Server,
UPS, dan Mesin Fotocopy/Scanner.
L s ol

- sin Fotocopy (522441)

Diber:kan tambahan anggaran untuk sewa mesin fotocopy/Scanner multifungsi
sesuai dengan spesifikasi terlampir, belanja sewa dititipkan di Pengadilan
Tingkat Banding dan selanjutnya alat tersebut dikirim ke Pengadilan di
bawahnya sesuai peruntukan masing-masing Satker sebagai berikut :

1.3.

Mesin Fotocopy/Scanner e-Court Jumlah Satker Volume
1. Peradilan Umum
- Pengadilan Tingkat Banding 30 Satker 1 Unit
- Pengadilan Kelas 1A Khusus 15 Satker 3 Unit
- Pengadilan Kelas 1A 41 Satker 2 Unit
- Pengadilan Kelas 1B dan Kelas 2 326 Satker 1 Unit
2. Peradilan Agama
- Pengadilan Tingkat Banding 29 Satker 1 Unit
- Pengadilan Kelas 1A 77 Satker 2 Unit
- Pengadilan Kelas 1B dan Kelas 2 335 Satker 1 Unit




3. Peradilan Militer

- Pengadilan Tingkat Banding 4 Satker 1 Unit

- Pengadilan Tingkat Pertama 19 Satker 1 Unit
4. Peradilan Tata Usaha Negara

- Pengadilan Tingkat Banding 4 Satker 1 Unit

- Pengadilan Tingkat Pertama 30 Satker 1 Unit

+]

Diberikan tamba angga sewa rumah dinas bagi Hakim yang tidak/belum
mendapatkan fasilitas rumah dinas di tempat daerah penugasan. Jumlah unit
bantuan sewa untuk rumah dinas disesuaikan dengan jumlah Hakim yang
bertugas di Pengadilan sejak tanggal dikeluarkan pedoman ini.

Bagi Hakim yang memiliki tempat tinggal pribadi atau keluarga di tempat
penugasan dan menetap atau bertempat tinggal di rumah tersebut tidak
diberikan bantuan sewa rumah dinas.

Hakim yang mendapatkan fasilitas rumah dinas namun tidak menempati rumah
dinas tersebut atas kemauan sendiri tidak diberikan bantuan sewa rumah
dinas. Bantuan sewa rumah sebagai pengganti fasilitas rumah dinas harus
bertempat atau berlokasi di daerah penugasan atau lokasi terdekat dari tempat
penugasan dalam satu kabupaten yang sama.

Penambahan jumlah Hakim di satuan kerja setelah ditetapkannya satuan
anggaran bagian anggaran tidak dapat dianggarkan lagi kecuali menunggu
anggaran tahun berikutnya. Pelaksanaan sewa dilakukan oleh pejabat
kesekretariatan dengan mengikuti prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
(PBJ).

Prinsip untuk mendapatkan bantuan sewa rumah dinas untuk Hakim yaitu
Ketua Pengadilan Tingkat Banding menyampaikan atau meneruskan surat
permohonan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dengan lampiran mengisi
data rumah dinas, daftar nama-nama Hakim yang ada pada saat surat
pengajuan dibuat dan ditandatangani serta Surat Pernyataan. ( contoh-conioh
terlampir )

1.4.

2. Belanja Modal
2.1. Rumah Dinas (533121)

Diberikan anggaran untuk perbaikan/renovasi rumah dinas yang tingkat
kerusakannya sebesar 45%-65% berdasarkan surat keterangan atau analisa dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Data satuan kerja
yang mendapatkan alokasi anggaran renovasi rumah dinas berdasarkan usulan
satuan kerja kepada Mahkamah Agung RI yang disetujui dalam Berita Acara
Penelitian oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Kementerian
Keuangan RL

Pelaksanaan pekerjaan renovasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan
pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
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Demikian digamﬁé}kan;{ ot
satuan kerja di Lingkungan Ma nak
dibawahnya untuk dapat dilaksanakar ¥




